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PEDOMAN TRANSLITERASI 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda ( ̕ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong danvokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا 
fatḥah a a 
َ ا 
kasrah I i 
َ ا 
ḍammah U u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
Nama 
 َى 
 
fatḥah dan yā’ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
HarkatdanHuruf 
 
Nama 
 
HurufdanTanda 
 
Nama 
 
..... | َا َى.  
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى Kasrah dan yā’ i 
i dan garis di 
atas 
وى 
ḍammah dan 
wau 
ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasiny aadalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda  tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika hurufى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ّىِى), maka ia ditranslitersikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalamBahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(darial-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafẓ al-Jalālah(الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi denganhuruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
namadari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
xv 
 
ABSTRAK 
Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. bagaimana proses pengelolaan wakaf 
yang terjadi di Kecamatan Pangkajene? 2. bagaimana pemberdayaan wakaf 
produktif di Kecamatan Pangkajene? 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research. Adapun sumber data 
penelitian ini terdiri atas data primer adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang  
bersangkutan dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene dan data 
sekunder yang terdiri atas buku-buku, undang-undang, artikel, ensiklopedi, kamus, 
dan bahan acuan lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan penulusuran referensi. Lalu teknik pengolahan 
data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan perwakafan di Kecamatan Pangkajene 
sebagian besar tanah wakaf belum bersertifikat atau masih dalam proses 
pendaftaran di Kantor Pertanahan. Adapun perwakafan  di Kecamatan Pangakejene 
dalam pengelolaannya secara umum peruntukan wakaf lebih banyak ditujukan 
kepada kepentingan ibadah dan masih kurang wakaf yang dikembangkan secara 
produktif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan 
perwakafan di Kecamatan Pangkajene adalah kurangnya kesadaran masyarakat 
untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara berbuka, rendahnya 
kualitas sumber daya manusia (nadzir), data wakaf yang produktif itu masih minim 
artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, 
kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum 
diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses 
pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, masih belum memanfaatkan 
sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan 
produktif.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau 
rekomendasi dalam pelaksanaan perwakafan di Kecamatan Pangkajene Kabupaten 
Pangkep yaitu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan 
nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan. Maka diperlukan penyuluhan wakaf 
terlebih wakaf produktif sehingga pengelolaannya akan lebih maksimal dalam 
mengembangkan wakaf secara produktif. Pihak instansi Kementrian Agama 
hendaknya aktif memberikan penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor 
Pertanahan, nazhir, serta PPAIW agar peran dan fungsinya dapat berjalan optimal 
sehingga dapat meningkatkan wakaf yang produktif di Kecamatan Pangkajene 
Kabupaten Pangkep. 
Skripsi ini membahas “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka 
Nama  : Niryad Muqisthi Suryadi
NIM.   : 10100113034
Judul  :  Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka 
Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berbagai postulat pemberdayaan harta dalam islam adalah 
bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori 
pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat 
langgeng ini disebut dengan wakaf.1 Secara universal dan substansial, 
pada dasarnya praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia 
sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah 
peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti 
kemajuan dalam segala aspek kehidupan.2 
Adapun hukumnya menurut fiqh adalah mandub (dianjurkan), dan 
mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan 
diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib.3 Wakaf 
merupakan perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik, 
mempunyai unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan 
hukum tersebut. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf 
memiliki status hukum yang kuat, seca ra legal formal telah diatur secara 
rinci dan jelas oleh undang-undang yang juga menekankan perlunya 
                                                          
1Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2011. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. Makassar: Alauddin 
Press. Hal: 28. 
2Ibid. 
3Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah. Hal: 
398. 
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pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam peraturan pemerintah nomor 
28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 
bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf 
sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari 
pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk 
keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ketentuan ajaran agama islam. 
Wakaf di indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan 
tanah. Ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi 
pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak 
menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda 
tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.4 
Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda 
bergerak. Seperti dinegara-negara islam yang sudah maju atau berkembang 
telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan 
telah dikelolah dengan produktif.5 Banyaknya masyarakat yang ingin 
mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan 
mengelolahnya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 
belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai 
                                                          
4Drs. Helmi Karim, M.A. 1997. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal: 
116. 
5Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2011. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. Makassar: Alauddin 
Press. Hal: 8. 
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kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau 
beralih ke tangan pihak ketiga.6 
Dengan wakaf yang dikelolah dengan baik akan menumbuhkan 
masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik 
perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, 
pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di tanah air masih sedikit 
ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah 
air masih terfokus pada segi hukum fiqh (muamalah) dan belum 
menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan, oleh karenanya studi 
tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar tercapainya 
pengelolaan yang baik. 
Salah satu contoh praktek wakaf yang ada, yaitu di Kecamatan 
Pangkajene. Di Pangkajene bukanlah tempat yang strategis untuk 
mengembangkan harta wakaf secara modern seperti di kota-kota besar 
yang dapat dibangun apartement ataupun real estate. Namun pengelolah 
wakaf punya strategi agar wakaf tetap bisa produktif. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
tentang “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka 
Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten 
Pangkep”. 
 
 
                                                          
6Rachmadi usman S.H., M.H. 2013. Hukum Perwafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 
Hal: 121. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat 
dirumuskan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengelolaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Pangkajene? 
2. Bagaimana pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene? 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi kepada penelitian yang 
akan dilakukan agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun 
atau melakukan observasi atau pengamatan. Penelitian ini di laksanakan di 
Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. Melalui wawancara secara langsung dengan 
warga, tokoh masyarakat, serta pejabat yang berpengaruh dalam penelitian 
yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang di anggap perlu. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan 
istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis perlu untuk 
mencantumkan deskripsi fokus yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: 
“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di 
Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Beberapa pengertian tersebut 
adalah antara lain: 
1. Strategi yaitu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 
sasaran khusus. 
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2. Pengelolaan yaitu proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan 
menggerakkan tenaga orang lain. 
3. Wakaf berasal dari perkataan Arab yaitu “Waqf” yang menurut istilah 
diartikan sebagai penahanan hak milik atas benda untuk tujuan 
menyedekahkan manfaat atau faedahnya. 
4. Produktif menurut kamus besar bahasa indonesia adalah bersifat mampu 
menghasilkan atau memberi hasil, manfaat, dan sebagainya. 
5. Dalam merupakan kata yang mengandung makna (maksud) yang sukar 
dipahami (tentang perkataan). 
6. Rangka dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan dalam melakukan 
suatu pekerjaan. 
7. Pemberdayaan menurut kamus besar bahasa indonesia yaiti perbuatan 
memperdayakan. 
8. Umat adalah para pemeluk atau pengikut suatu agama (islam). 
D. Kajian Pustaka 
Dari penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa literatur 
ilmiah yang berkaitan, dengan pembahasan tentang “Strategi Pengelolaan 
Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan 
Pangkajene Kabupaten Pangkep” di antaranya: 
Optimalisasi Pengelolaan Wakaf oleh Drs. Mukhtar Lutfi yang 
diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini membahas tentang batasan-batasan 
wakaf dan perkembangan serta pengelolaannya secara produktif. 
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Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam oleh Abdul Azis 
Muhammad Azzam yang diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini menjabarkan 
fiqh muamalah sebagai hukum yang mengatur hubungan antara satu individu 
dengan individu lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara 
halal dan baik, serta dilengkapi dengan dalil baik dari Al-Qur’an, sunnah, 
ijma’, serta pendapat para fuqaha’. 
Hukum Perwakafan di Indonesia oleh Rachmadi Usman yang 
diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini berisikan uraian beberapa aspek hukum 
yang berkenaan dengan perwakafan tanah milik dan perwakafan dalam 
perspektif berbagai hukum yang berlaku di indonesia. Selain buku peneliti 
juga menemukan, beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian 
diantaranya: 
Skripsi dari saudara Andi Erwin yang merupakan mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam karya ilmiahnya yang 
berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan dan Pengelolaan Perwakafan Tanah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf di Kecematan Tellu Siattinge Kabupaten Bone” skripsi ini 
dibuat pada tahun 2013. Dalam skripsi ini di jelaskan tentang bagaimana 
solusi pelaksanaan pengelolaan perwakafan tanah. 
Skripsi dari saudara Didin Najmudin yang merupakan mahasiswa 
Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam karyanya yang berjudul 
“Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor” skripsi 
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ini dibuat pada tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang strategi yang 
di gunakan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf. 
Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah yang telah disebutkan 
diatas, maka peneliti dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif 
dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten 
Pangkep” belum pernah dibahas sebelumnya. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan 
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui tentang bagaimana kegiatan pengelolaan wakaf serta 
eksistensi wakaf yang produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten 
Pangkep. 
b. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif serta strategi yang 
digunakan dalam mengelolahnya khususnya di Kecamatan Pengkajene 
Kabupaten Pangkep. 
 
 
 
2. Kegunaan 
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a. Kegunaan ilmiah, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi 
alternatif sebagai khazanah ilmu pengetahuan bagi pengelolaan wakaf 
produktif. 
b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan sebuah 
konsep pada pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pangkep 
dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, agar menjadi 
pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
lainnya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian dan dasar hukum wakaf 
1. Pengertian wakaf 
Wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari 
kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau 
memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata waqafa (fiil madi)-
yakifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau 
berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta 
yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan 
bendanya dan digunakan untuk kebaikan.7 Menurut kamus popular istilah 
islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan 
Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan 
kebaikan dan ridha Allah SWT. 8Dilihat dari beberapa pengertian baik 
secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, 
sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang 
bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf 
bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.9 
                                                          
7Drs. Adijani Al-Alabij, S.H. 2002. Perwakafan Tanah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. Hal: 25. 
8Dewi Astuti. 2012. Kamus Popular Istilah Islam. Jakarta: PT. Gramedia. Hal:383. 
9Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2012. Pemberdayaan Wakaf Produktif. Makassar: Alauddin 
University Press. Hal: 4-6. 
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Adapun pendapat masing-masing mazhab tentang wakaf adalah 
sebagai berikut: 
1) Pendapat Mazhab Syafi’I , antara lain: 
a. Menurut Imam Nawawi, “Menahan harta yang dapat diambil 
manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap 
ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan 
mendekatkan diri kepada Allah”. 
b. Menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “Menahan 
harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta 
tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari 
pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”. 
2) Pendapat Mazhab Hanafi 
a. Menurut A. Imam Syarkashi, “Menahan harta dari jangkauan 
kepemilikan orang lain (habsul mamluk’an al-tamlik min al-
ghair)”. 
b. Al-Murghiny mendefenisikan wakaf ialah menahan harta di bawah 
tanpa pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah 
(habsul’aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa’ab). 
3) Pendapat Mazhab Malikiyah 
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Ibn Arafah mendefenisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, 
pada batas waktu keberadannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam 
kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).10 
4) Menurut Jumhur Ulama 
Wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil 
manfaatnya dengan tetap utuhnya benda (ainnya) dengan memutuskan 
hak penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang 
mubah sesuai dengan syarat islam dalam rangka mendekatkan diri 
kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada 
Allah.11 
2. Dasar hukum wakaf 
Meskipun di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan dalil yang 
menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf akan tetapi 
dengan perintah atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli 
dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat Al-
Qur’an sebagai berikut: 
a. QS. Al-Hajj/22:77. 
 ْاُولَعۡفٱَو ۡمُكَّبَر ْاوُُدبۡعٱَو 
ْۤ
ْاوُدُجۡسٱَو ْاوُعَكۡرٱ ْاُونَماَء َنيِذَّلٱ َاهَُّيأَٰٓ  َي
 ۩َنوُِحلُۡفت ۡمُكَّلََعل َرۡيَخۡلٱ٧٧  
                                                          
10Elsi Kartika Sari, S.H., M.H. 2007. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT 
Grasindo. Hal: 54-55. 
11Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2012. Pemberdayaan Wakaf Produktif. Makassar: Alauddin 
University Press. Hal: 25. 
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Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 
mendapat kemenangan.” 12 
 
b. QS. Ali-Imran/3:92. 
 ٖءۡيَش نِم ْاُوِقفُنت اَمَو ََۚنوُّبُِحت ا َّمِم ْاُوِقفُنت  ىَّتَح َِّربۡلٱ ْاُولَاَنت َنل
 ٞمِيلَع ِۦِهب َ َّللَّٱ َِّنَإف٢٩  
Terjemahnya: 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 
kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya.”13 
c. QS. Al-Baqarah/2:3. 
 َنُوِقفُني ُۡمه  َنۡقَزَر ا َّمِمَو َة  َول َّصلٱ َنوُمِيُقيَو ِبۡيَغۡلِٱب َنُونِمُۡؤي َنيِذَّلٱ٣  
Terjemahnya: 
                                                          
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah Al-Qur’an. Hal: 523. 
13Departemen Agama Ri. Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Revisi). 1999. Semarang: Cv. 
Asy Syifa’. Hal: 91. 
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“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 
shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka.”14 
Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan 
oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah 
Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur 
tentang perwakafan di Indonesia, selain ayat-ayat Al-Qur’an, ada beberapa 
dasar hukum wakaf juga terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia 
yaitu: 
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
2. Undang-Undang Pokok Agraria. 
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. 
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).15 
B. Tujuan dan jenis wakaf 
a. Tujuan Wakaf 
Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemashlahatan manusia, 
dengan mendekatkan diri kepada Allah, serta memperoleh pahala dari 
pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun 
pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu wakaf memiliki fungsi sosial, 
                                                          
14Dr. Kurniati, S.Ag., M.HI. Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum 
Islam. 2013. Makassar: Alauddin University Press. Hal: 60-61. 
15Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif 
Strategis di Indonesia. 2008.  Hal: 20-34. 
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karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk 
kepentingan publik dan masyarakat luas. 
Wakaf memiliki sasaran khusus yang lebih spesifik, yaitu: 
1. Semangat keagamaan 
Dengan wakaf, pewakaf berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan 
kesinambungan pahala yaitu selama harta yang diwakafkan memberi 
manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia. 
2. Semangat sosial 
Sasaran ini di arahkan pada aktifitas kebajikan, didasarkan pada 
kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. 
Sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam 
pembangunan masyarakat. 
3. Motifasi keluarga  
Motivasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai sarana mewujudkan rasa 
tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup di 
masa depan. Namun, wakaf tidak dapat di peruntukkan untuk diri 
pewakaf sendiri ataupun pada janin yang masih dalam kandungan. 
4. Dorongan kondisional 
Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan hrtanya untuk menyantuni 
orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya sehingga tidak ada 
yang menanggungnya atau seseorang perantau yang jauh 
meninggalkan keluarganya. 
5. Dorongan naluri 
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Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya. Setiap 
orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau 
kakeknya dari kehancuran atau kemusnahan. Dengan wakaf maka dia 
akan terdorong membatyasi pembelanjaan. Dengan berniat wakaf 
kepada seseorang atau lembaga tertentu, dia bisa menyalurkan 
hartanya dengan baik, sehingga tidak kuatir terjadi pemborosan atau 
kepunahan kekayaan.16 
b. Jenis-jenis wakaf 
 Wakaf dibagi dalam 2 jenis yaitu berdasarkan peruntukannya dan 
berdasarkan jenis harta.  
Berdasarkan peruntukannya wakaf terbagi atas 2 yaitu: 
1. Wakaf Zurry atau disebut juga wakaf ahli ialah wakaf yang 
dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya. Wakaf seperti ini 
bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi hukum Islam, 
seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian 
hartanya, sebaiknya lebih dulu melihat kepada sanak famili.17 
2. Wakaf khairy yaitu wakaf yang sejak semula manfaatnya 
diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak di khususkan untuk 
orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, 
sebidang kebun dan hasilnya dimanfaatkan untuk pengajian, untuk 
fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Wakaf jenis ini lebih banyak 
                                                          
16 Sri Nurhayati. 2009. Akutansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 
Hal:316-317. 
17 Drs. H. Abdul Halim, M.A. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat: Ciputat Press. 
Hal: 24-25. 
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manfaatnya karena tidak membatasi pihak-pihak yang dapat 
mengambil manfaat darinya.18 
Berdasarkan jenis harta: 
1. Benda tidak bergerak dibagi menjadi hak atas tanah, hak milik atas 
rumah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, 
tanaman,. 
2. Benda bergerak selain uang, terdiri atas benda yang digolongkan 
sebagai benda yang dapat bergerak karena sifatnya yang dapat 
berpindah seperti kendaraan. Benda bergerak yang dapat 
dihabiskan karena pemakaiannya tidak dapat diwakafkan. Adapun 
pendapat fuqaha tentang mewakafkan benda bergerak antara lain: 
Menurut malikiyah: “benda bergerak boleh saja 
diwakafkan, bilamana harta itu sesuai dengan maksud yang dituju 
oleh syariat, dengan harta wakaf seperti ternak untuk diambil susu 
dan bulunya, buku-buku dipelajari kandungannya, kendaraan untuk 
diambil hasil sewaanya dan sebagainya. 
Menurut syafi’iyah” barang siapa yang mewakafkan 
haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tidak 
bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik 
bersama).19 
                                                          
18 Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag. 2013. Fiqh Muamalah. Makassar: Alauddin University 
Press. Hal: 93. 
19 Dr. Kurniati, S.Ag., M.HI. Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum 
Islam. 2013. Makassar: Alauddin University Press. Hal: 69. 
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3. Benda bergerak berupa uang, dalam hal wakaf uang ini hanya 
boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan 
secara syar’i. 
C. Rukun serta syarat wakaf, dan badan wakaf 
1. Rukun serta syarat Wakaf 
Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok 
dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah 
ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri. 20 Adapun rukun pembentukan wakaf 
yang dimaksudkan adalah: 
a. Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau yang disebut 
wakif 
b. Harta yang diwakafkan atau mauquf bih 
c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf disebut mauquf 
‘alaih 
d. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat. 
Di samping memenuhi rukun, masing-masing haruslah memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syaratnya yaitu: 
a. Syarat sebagai wakif sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa wakif 
harus orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa wakif 
haruslah orang yg tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam 
hal wakif perseorangan, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 
                                                          
20Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar. 2014. 
Makassar: alauddin university press. Hal: 49 
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persyaratan yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan 
perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal wakif 
organisasi, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 
organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai 
dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan wakif badan 
hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan 
hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum 
sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.21 
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat sebagai wakif 
diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. 
b. Syarat mauquf bih yaitu pertama, barangnya dapat dimanfaatkan 
menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. Kedua, jelas wujud dan 
batas-batasnya. Ketiga, milik wakif secara sah. Keempat, zatnya harus 
kekal. 
c. Syarat mauquf alaih yaitu objek atau tujuan wakaf harus objek 
kebajikan dan harus jelas. 
d. Syarat sighat wakaf ialah bahwa wakaf disighatkan baik dengan lisan, 
tulisan, maupun dengan isyarat. Untuk ikrar wakaf dinyatakan untuk 
selama-lamanya, jelas kepada siapa diwakafkan, dan harus disaksikan 
dan dinyatakan dengan tegas. 
e. Nazhir atau orang yang diberi amanah untuk mengelolah wakaf. Nazir 
harus cakap dan amanah. 
                                                          
21Departemen agama. Peraturan perundangan perwakafan.2006. Hal: 5-6 
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2. Badan wakaf 
Lembaga wakaf (badan wakaf Indonesia) bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. 
Kelahiran badan wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat 
yang digariskan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang 
wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah 
untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam 
undang-undang wakaf ditetapkan bahwa badan wakaf Indonesia adalah 
lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan 
mengembangkan perwakafan nasional. Badan wakaf Indonesia 
berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia dan dapat membentuk 
perwakilan diprovinsi atau bahkan kabupaten atau kota sesuai dengan 
kebutuhan. Dalam penjelasan undang-undang ditetapkan bahwa 
pembentukan perwakilan badan wakaf Indonesia didaerah dilakukan 
setelah badan wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah 
setempat. 
Dalam kepengurusan BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan 
pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua 
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota, badan 
pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan 
pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas badan wakaf 
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indonesia.22 Dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan harta 
wakaf secara maksimal,  maka diperlukan kebijakan bagi setiap lembaga 
pengelola wakaf untuk bersinergi  dengan pemerintah.  
Hikmah wakaf adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik. Firman 
Allah SWT: Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah 
kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, 
supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS Al Hajj : 77) 
2. Memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas. Kepentingan 
diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan 
masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab kaum muslimin. 
Mengenai hal ini, rasulullad SAW bersabda dalam salah satu haditsnya: 
Yang artinya: “Barangsiap yang tidak memperhatikan urusan dan 
kepentingan kaum muslimin maka tidaklah ia dari golonganku.” (Al 
Hadits). 
3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wakaf 
biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam bidang 
sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih berikut ini. 
Yang artinya: “Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada 
kemaslahatan yang khusus.” 
                                                          
22Makalahlembagawakaf,paringan.blogspot.com.googleweblight.com/?lite_url=http://parin
gan.blogspot.com/201601/makalah-lembaga-wakaf.html?m%3D1&ei=EIA9zfjJ&Ic=id-ID&s=1& 
m=388&host=www.google.co.id&ts=1478914267&sig=AF9NedIDAsKByIPjjEslcC81AkD8pGv
WAA 
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Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat 
adalah: 
1. dapat menghilangkan kebodohan. 
2. dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan. 
3. dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial. 
4. dapat memajukan atau menyejahterakan umat.23 
 
D. Manfaat Dan Model Wakaf Produktif 
a. Manfaat wakaf 
Wakaf yang disyariatkan dalam agama islam mempunyai dua 
dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi social ekonomi. Dimensi 
religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu 
diperhatikan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga wakif (orang 
yang berwakaf), mendapat pahala dari-Nya. Sedangkan dimensi sosial 
ekonomi dapat membantu dan saling tenggang rasa, adapun faedah dan 
manfaat wakaf produktif antara lain: 
1. Memelihara kekayaan Negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau 
digadaikan; 
                                                          
23 BADAN WAKAF SIROJUL MUNIR.https:// badan wakaf sirojulmunir.org 
/pengertian-wakaf/ 
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2. Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan 
keluarga; 
3. Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan 
perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan 
tidak dibuat foya-foya (mubadzir) oleh ahli warisnya. Akan tetapi 
masing-masing ahli waris bisa mengelolanya; 
4. Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan 
kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang 
baik akan menambah pendapatan Negara menjadi besar yang secara 
otomatis akan memberi kesejahteraan kepada bangsanya; 
5. Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun Negara 
tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga 
selamanya.24 
Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfatannya, 
tentu sangat berperan sentral adalah system manajmen pengelolaan yang 
diterapkan, hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya:25 
a) Kelembagaan 
Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, lembaga yang 
khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi 
nama: Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang diberikan tugas 
                                                          
24Departemen Agama RI. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: 
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hal:35-37. 
25Departemen Agama RI. 2008. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat 
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hal: 106-116. 
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mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat 
berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain BWI, 
lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata 
sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas keNazhiran secara 
lebih maksimal. 
 
b) Pengelolaan Operasional 
Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan 
pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan 
berkenaan dengan funsi operasi. Standar keputusan operasional 
merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazhir yang ingin 
mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini 
berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: 
proses, kapasitas, sediaan (inventory), tenaga kerja dan mutu. 
 
c) Kehumasan 
Peran kehumasan dianggap menempati posisi penting karena berfungsi 
untuk: 
1. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh 
Nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk 
kesejahteraan masyarakat banyak. 
2. Meyakinkan pada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah 
benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau 
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tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang 
yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi 
tertarik. 
3. Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada 
pahala oriented, tapi juga membuktikan bahwa ajaran islam sangat 
menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, 
khususnya bagi kalangan yang kurang mampu. 
d) Sistem Keuangan 
Penerapan keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan 
manajemen lembaga keNazhiran sangat terkait dengan akuntansi 
dan auditing. 
b. Model Wakaf Produktif 
  Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya 
sehingga memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kehidupan 
sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai langkah yang sangat tepat, untuk 
wakaf produktif maka perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan 
pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam 
perspektif usaha untuk memajukan umat, bangsa dan negara Indonesia. 
Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan 
kehidupan ekonomi masyarakat yaitu; (1) model wakaf produktif 
pembangunan gedung, (2) model wakaf produktif pengembangan usaha, 
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(3) model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan 
rakyat.26 Adapun penjelasan tentang model wakaf adalah sebagai berikut: 
1. Model wakaf produktif pembangunan gedung 
Departemen agama selaku perwakilan pemerintah telah memiliki 
kewenangan untuk mendorong kegiatan umat islam dalam  
mengembangkan wakaf produktif, adapun kegiatan percontohan dalam 
pengembangan wakaf secara produktif antara lain:  
a) Pertokoan 
Bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan difungsikan secara 
produktif dengan cara disewakan/dikontrakkan ke berbagai pihak 
yang membutuhkan. Bangunan pertokoan yang dikelola secara 
produktif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang 
kemudian dapat disalurkan untuk pemberdayaan kehidupan 
misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun 
kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin. 
b) Gedung wakaf dan bisnis center 
Alangkah baiknya wakaf di indonesia yang sudah bersertifikat 
diberdayakan agar supaya lebih produktif dan bermanfaat bagi 
masyarakat muslim. Di antaranya adalah dengan mendirikan 
gedung wakaf dan gedung pusat bisnis (Bussines Center) untuk 
menfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara professional 
dan bertanggung jawab. Dengan membangun gedung bisnis center, 
                                                          
26Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2012. Pemberdayaan Wakaf Produktif. Makassar: Alauddin 
University Press. Hal: 56-75. 
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maka berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti 
pembukaan showroom, warnet, photocopy, restoran, kantor 
pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain 
sebagainya. 
c) Rumah kost muslim 
Rumah kost atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak 
didik merupakan sesuatu yang lazim, bahkan salah satu kebutuhan 
dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas 
kehidupannya dan sebahagian mahasiswa tidak jarang yang 
mencari rumah kost yang bebas dan tidak dicampuri oleh 
pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan 
wakaf produktif dan pengelolaan yang baik, dapat mencapai 
pendapatan dari rumah kost yang disewakan tersebut sehingga 
dapat disalurkan untuk pemberdayaan umat. 
d) Mini market 
Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutupi kekososngan 
adalah melalui wakaf produktif dengan membuat mini market yang 
lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi 
semata. Keberadaan mini market ini diasumsikan sebagai sarana 
untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian bisa 
didistribusikan untuk kemashlahatan umum. Dengan demikian, 
mendirikan mini market akan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat sekitar. 
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2. Model wakaf produktif pengembangan usaha 
Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua 
potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sector darat agrobisnis dan 
sector kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam 
model ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan yaitu 
peternakan, perikanan, perkebunan, industry rumahan, perbengkelan, 
dll. 
3. Model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan 
rakyat 
Dalam hal ini wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang 
menjanjikan  dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu 
mengatasi krisis ekonomi indonesia. Dalam perkembangan wakaf 
produktif kekinian di indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma 
nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan 
syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet dhuafa 
republik dan waqtumu (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan baitul 
mal muamalat-BMI. 
Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memacu 
timbulnya gagasan adanya wakaf diantaranya karena berkembangnya 
sistem perekonomian islam. Dalam sistem ekonomi islam, wakaf belum 
banyak diekspolorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat 
potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi 
umat islam. Tujuan utama di investasikannya dana wakaf adalah untuk 
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mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Kahf 
membedakan model investasi wakaf ke dalam dua model yaitu model 
pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara 
institusional. 
1. Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional  
Buku-buku fiqh klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta 
wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta 
wakaf, yaitu pinjaman, hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan 
pembayaran lump sum yang cukup besar dimuka), al-ijaritain (sewa 
dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran 
penggati (substitusi) harta wakaf. 
Model hukr dipernalkan oleh fuqaha’ guna mensiasati larangan 
menjual harta wakaf. Daripada menjual harta wakaf, maka nadzir 
(pengelolah wakaf) dapat menjual hak dari nharta wakaf dengan cara 
disewakandalam jangka waktu yang lama, dan hasil sewa harta wakaf itu 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. 
Model Ijaratain, model ini hampir sama dengan hukr. Tapi titik 
bedanya, hukr hanya digunakan untuk membiayai pemeliharaan harta 
wakaf yang bersangkutan, sedang bijaratain hasil sewa dapat dimanfaatkan 
sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam kontrak. 
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Menambah harta baru terhadap wakaf yang lama, misalnya 
perluasan masjid. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai 
penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama. 
Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu 
dengan harta wakaf yang lain karena wakaf yang awal tidak lagi 
bermanfaat atau kurang bermanfaat. Pertukaran ini tidak menyebabkan 
terjadinya peningkatan harta wakaf, hanya dapat memproduktifkan harta 
wakaf. 
2. Model pembiayaan secara institusional 
Fiqh terus berkembang, karena itu model transaksi keuangan juga 
berkembang seiring dengan tumbuh berkembangnya lembaga keuangan 
Islam. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf harus 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi yang Islami, yaitu prinsip 
berbagi hasil, resiko, jual beli, dan sewa. 
Munculnya bank-bank syariah, terutama yang dimotori oleh bank-
bank konvensional seperti BNI Syariah, Mandiri Syariah, Danamon 
Syariah dan lainnya menimbulkan optimism di kalangan umat Islam dalam 
kaitannnya dengan pengelolaan harta(dana) wakaf secara produktif. 
Difungsikannya perbankan Syariah sebagai nadzir setidaknya memiliki 
beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan 
operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu:  
a. Memiliki jaringan kantor 
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Dengan adanya jaringan kantor yang luas itu akan sangat 
membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian harta(dana) 
wakaf kepada mauquf alaih. 
b. Kemampuan sebagai fund manager 
Lembaga perbankan seyogyanya memiliki kemampuan untuk 
mengolah dana (fund manager). Lembaga perbankan 
merupakan lembaga pengelolah dana wakaf yang patut 
dipertimbangkan, karena bisa mempertanggung jawabkan 
pengelolaannya kepada publik. 
c. Pengalaman, jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi 
Pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi menjadi 
factor yang sangat penting bagi perbankan syariah dalam 
mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Jaringan informasi serta 
peta distribusi juga memungkinkan untuk terbentuknya 
database informasi mengenai sector usaha maupun debitur 
yang akan dibiayai oleh dana wakaf. 
d. Memiliki citra positif. 
Pemunculan citra positif dipandang penting, tidak hanya untuk 
menyukseskan serta mengoptimalkan keberadaan wakaf tapi 
juga sebagai upaya untuk menghindari cintra yang kurang baik. 
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 Dengan melibatkan lembaga perbankan maka wakaf akan bisa di 
investasikan sehingga menjadi lebih menguntungkan dan mengoptimalkan 
produktifitas wakaf.27 
E. Pengelolaan dan Manajemen wakaf 
a. Pengelolaan wakaf 
Upaya-upaya pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai 
pihak. Mulai dari jajaran pemerintah khususnya kementrian agama, LSM 
maupun lembaga-lembaga kenadziran seperti dompet duafa republika dengan 
menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi dan lain-lain. 
Kelembagaan wakaf diharapkan diberdayakan seoptimal mungkin seperti di 
Negara-negara Islam lainnya yang mengelolah wakaf secara produktif. Namun 
demikian beberapa wakaf memang kadang mengalami masalah. Adapun 
hambatan pengelolaan wakaf yaitu: 
1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf 
Masyarakat Islam di indonesia umumnya beranggapan bahwa harta 
wakaf hanya sebatas benda tak bergerak (tanah), padahal benda bergerak pun 
bisa diwakafkan, antara lain surat-surat berharga, uang, logam, dan lainnya. 
Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, umat islam juga 
belum menyadari pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakat banyak. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf 
dipengaruhi oleh beberapa faktor: 
                                                          
27 Departemen Agama RI. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: 
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hal:39-46. 
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a) Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak 
professional dan amanah. Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak 
membebani masyarakat, bhkan yang membuat prihatin masyarakat, 
bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambil dari dana-
dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra islam 
secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan 
rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian 
menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf. 
b) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terkait 
dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola 
pengelolaan, pemberdayaan dan pembinan secara transparan seperti 
nazhir dan wakif, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini 
untuk berwakaf. 
c) Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nazhir 
wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat 
penting bagi pembangunan sosial, baik mentah maupun fisik. 
d) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli 
terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena 
minimnya anggaran yang ada. 
e) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada lefel wacana 
di perguruan tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi 
pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manjemen modern. 
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Buku-buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang 
menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariah (normative), bukan inovatif. 
f)  Kondisi ekonomi umat islam dunia (Indonesia) yang tidak menentu. 
Apalagi setelah terjadinya tragedi 11 september 2001, dimana umat 
islam (negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim) mendapat 
tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang 
memusuhi islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi 
ekonomi Negara-negara Islam sangat tergantung pada Negara maju 
yang berkepentingan ingin merusak Islam. Sehingga kondisi ekonomi 
umat islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak 
langsung terhadap kepedulian masyarakat kepada wakaf secara umum. 
2. Kurangnya kesadaran para calon wakif dan nazhir 
Masih adanya waqif maupun nazir yang tidak mengerti seluk beluk 
untuk berwakaf. Akibatnya, banyak diantara mereka yang bersikap diam saja 
dan tidak mau melaporkan wakafnya pada KUA sebagai pejabat pembuat akta 
ikrar wakaf (PPAIW). Alasan dasarnya adalah dengan melaporkan atau 
mendaftarkan tanahnya maka tanah tersebut akan diambil/dikuasai oleh 
pemerintah. 
3. SDM wakaf yang berkualitas rendah 
Dalam pengelolaan wakaf produktif, pihak yang paling berperan 
berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Yang 
menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yaitu keberadaan nazir 
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(pengelola) wakaf yang masih tradisional, hal ini dipengaruhi oleh tiga sebab 
antara lain: 
a) Masih adanya mayoritas umat islam yang mementingkan aspek 
keabadian benda wakaf dari aspek kemanfaatannya, sehingga wakaf 
tersebut kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Disini 
kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih 
produktif. 
b) Orang yang menunjuk nazir untuk mengelolah wakaf, kurang 
mempertimbangkan kemampuan manajerial nazir yang akan 
mengelolah wakaf sehingga banyak wakaf yang kurang terurus. 
c) Rendahnya tingkat pendidikan para nazhir, ini mengakibatkan sulitnya 
persertifikatan benda wakaf karena sebagian besar format-format yang 
harus diisi kurang difahami oleh mereka. Demikian pula pemahaman 
tentang wakaf, waqif, nazhir, dan sebagainya dari segi peran dan posisi 
masing-masing juga kurang dipahami. 
4. Kurang pengawasan 
Tidak optimalnya pengelolaan wakaf, bahkan terjadi 
penyimpangan dari tujuan wakaf, karena kurangnya pengawasan dari 
pihak Kantor Urusan Agama (KUA).  
 
Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan 
beberapa yayasan, akan tetapi pos pengembangan wakaf produktif lebih 
didayagunakan untuk menopang dunia pendidikan yang dinaungi yayasan.  
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b. Manajemen wakaf 
Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling penting 
dalam mengelolah harta wakaf. Arti kata manajemen menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai 
sasasaran. Manajemen dana dalam wakaf produktif ada dua macam yaitu wakaf 
mutlaq dan wakaf muqayyad. Wakaf mutlaq adalah prakteq wakaf di mana wakif 
menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk mengelolanya tanpa batas. 
Adapun wakaf muqqayyad adalah wakaf dimana wakif mensyaratkan agar harta 
yang diwakafkan itu hanya boleh dikelolah dengan cara tertentu dan diberikan 
kepada pihak tertentu. 
Cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan 
harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta benda 
wakaf adalah dalam bentuk al-iqar (harta tak bergerak seperti lahan pertanian dan 
bangunan). 
Beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fiqih adalah sebagai 
berikut: 
1. Ijarah yaitu sewa biasa 
2. Akad sewa menyewa ganda (‘aqd al-ijaratain), ini dilakukan untuk 
mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas 
sebidang tanah wakaf. Dalam hal ini ada dua tingkat sewa menyewa. Yang 
pertama sewa dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk 
membangun bangunan yang dimaksud. Yang kedua sewa bulanan dengan 
36 
 
harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menggunakan bangun 
tersebut. 
3. Al-hikru, yaitu sebuah akad sewa menyewa wakaf untuk waktu yang lama, 
serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk 
membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya 
hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, 
selama ia masih mampu membayar sewa pasaran. 
4. Al-Marshid, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang 
bersedia meminjami nadzir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan 
wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta 
wakaf itu sendiri28 
 
                                                          
28 Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 2012. Pemberdayaan Wakaf Produktif. Makassar: Alauddin 
University Press. Hal: 240-242 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Dalam suatu penelitian haruslah mengandung fakta-fakta yang nyata dan 
dapat dibuktikan serta memenuhi syarat-syarat ilmiah. Oleh karena itu penulis 
menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta 
menganalisanya. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 
A. Jenis Lokasi Dan Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan 
penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah field research (kualitatif), yaitu penelitian lapangan 
yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta 
menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Yang akan menjadi 
informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti 
sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.  
B. Pendekatan penelitian 
Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan 
menggunakan metode pendekatan normative dan yuridis memahami 
situasi secara apa adanya. Serta pendekatan sosiologis untuk mengetahui 
kondisi sosial masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pangkajene, 
38 
 
Kabupaten Pangkep sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti untuk 
meneliti.  
 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan 
data primer dan sekunder.  
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti 
kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan 
tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan 
yang lebih jelas atas data yang diperoleh. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur’an dan 
Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-
jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini. 
 
D. Metode pengumpulan data 
Dalam pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data merupakan 
hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode 
pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 
standar data yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat 
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melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang 
menjadi induknya.29 Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas 
digunakan teknik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Pengamatan (Observasi) 
Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti secara 
sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat di Kecamatan 
pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 
2. Wawancara (Interview) 
Yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat setempat 
sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan 
dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung 
yang berhubungan dengan data sekunder yang diperoleh. Dalam hal ini 
penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui 
wawancara dengan responden atau informan. 
3. Dokumentasi 
Yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa 
catatan peristiwa yang sudah ada baik berbentuk tulisan, transkrip, buku, 
surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.30 
                                                          
29Ronny Hanintijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia 
Indonesia.1998. Hal  9 
30Arikunto, S. Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 56. 
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E. Instrument Penelitian 
Dalam keberhasilan suatu penelitian tergantung juga pada 
instrument yang di gunakan. Karena itu untuk penelitian lapangan atau 
field research yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, tes 
dan/atau kartu data  dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, 
dibutuhkan kamera, alat perekam (Handphone), dan alat tulis menulis 
berupa buku catatan dan pulpen. 
A. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah 
dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber 
referensi (buku, dokumentasi, wawancara dan observasi) kemudian 
merangkup dan memilih hal-hal pokok yang di anggap penting dari 
catatan  lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan atau surat. 
Adapun tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Pengolahan data 
Adapun tahap pengumpulan data menggunakan tehnik reduksi data, 
yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan dan/atau mengubah rekaman data ke 
dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Analisis data  
Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan 
selama proses penelitian baik itu data primer maupun data 
sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
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secara deskriktif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan 
menjelaskan secara rinci guna memperoleh gambaran yang dapat 
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan 
yang akan diteliti oleh peneliti. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran umum lokasi penelitian 
a. Kondisi geografis Kabupaten Pangkep 
Secara astronomis, Indonesia terletak antara 60 08’ Lintang Utara 
dan 110 15’ Lintang Selatan dan antara 940 45’−1410 05’ Bujur Timur 
dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada 
garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia 
memiliki batasbatas: Utara – Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan 
Laut Cina Selatan; Selatan – Negara Australia dan Samudera Hindia; Barat 
- Samudera Hindia; Timur - Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan 
Samudera Pasifik. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima 
pulau besar dan empat kepulauan, yaitu:  
- Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 
Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. 
- Kepulauan Riau: Kepulauan Riau. 
- Kepulauan Bangka Belitung: Kepulauan Bangka Belitung. 
- Pulau Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, 
DIYogyakarta, dan Jawa Timur. 
- Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil): Bali, Nusa Tenggara Barat, 
dan Nusa Tenggara Timur. 
- Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 
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- Pulau Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. 
- Kepulauan Maluku: Maluku dan Maluku Utara. 
- Pulau Papua: Papua dan Papua Barat. 
 
  Pada daerah Sulawesi selatan terletak suatu kabupaten yang 
menjadi tempat penelitian penulis. Secara geografis Kabupaten Pangkaje’ne 
Dan Kepulauan atau Pangkep terletak di antara 4˚40’ LS sampai 8˚00’ LS 
dan di antara 110˚ BT sampai 119˚48’67” BT. Kabupaten Pangkep yang 
dikenal dengan landscape tiga dimensi mempunyai luas wilayah 1.112,29 
km2 atau 111.229 Ha dan mempunyai ketinggian tempat rata – rata 8 meter 
di atas permukaan laut. 
  Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Pangkep. Sebelah 
utara Berbatasan dengan Kabupaten Barru, Sebelah selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Maros, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Maros dan Kabupaten Bone, Sebelah barat berbatasan dengan pulau 
Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali. 
Kabupaten Pangkep berjarak 53 km dari kota Makassar, ibu kota Provinsi 
Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang 
terdiri dari perairan, dataran rendah dan pegunungan.Kabupaten Pangkep 
memiliki 13 kecamatan dimana 3 kecamatan berada di Perairan dataran 
tinggi, 6 kabupaten terdapat didataran rendah dan 4 kecamatan berada di 
Perairan Kepulauan. Kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten adalah 
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Kecamatan Liukang Tangayya yaitu sejauh 291,29 km. Kabupaten Pangkep 
Merupakan Perairan yang mempunyai iklim Tropis Basah ( Type B ) 
dengan musim kemarau. Dengan rata-rata curah hujan perbulan sekitar 
201,33 mm. 
b. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian berada dalam wilayah Kecamatan Pangkajene 
Kabupaten Pangkep. Luas wilayah Kecamatan Pangkajene yaitu 47,39 
Km2 dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:  
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Maros 
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Liukang Tupabbiring 
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Minasatene 
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Di Kecamatan Pangkajene terdapat 9 Kelurahan, 18 Lingkungan, 
45 Rukun Warga dan 152 Rukun Tetangga. Berdasarkan proyeksi 
penduduk BPS Kabupaten Pangkep, jumlah penduduk kecamatan 
Pangkajene tahun 2015 sebanyak 44.490 jiwa terdiri dari 21.575 jiwa 
laki-laki dan 22.915 jiwa perempuan, dengan sex ratio sebesar 94 dan 
kepadatan penduduk sebesar 1.742 jiwa/Km2. 
Sarana pendidikan di Kecamatan Pangkajene bisa dikatakan sudah 
memadai hal ini terlihat dengan banyaknya fasilitas pendidikan yaitu 
sebanyak 56 terdiri dari SD dan sederajat 31 Sekolah, SMP dan 
sederajat 10 sekolah, SMA dan sederajat 11 sekolah dan 4 buah 
akademi/universitas. 
Dalam bidang kesehatan, Kecamatan pangkajene telah memiliki 
sarana/fasilitas kesehatan maupun tenaga medis. Jumlah sarana 
kesehatan sebanyak 46 buah, terdiri dari: rumah sakit 1 buah, 
puskesmas 2 buah, pustu 4 buah, poskesdes 4 buah, posyandu 35 buah. 
Tenaga medis antara lain 6 orang dokter dan 63 orang paramedic. 
Selain fasilitas kesehatan, kecamatan pangkajene terdapat sarana 
olahraga untuk menunjang kesehatan fisik penduduknya. Sarana 
olahraga yang tersedia yaitu sebanyak 52 lapangan yang terdiri dari 
lapangan sepak bola 6 buah, lapangan voly 4 buah, tenis lapangan 6 
buah, lapangan bulu tangkis 2 buah, tenis meja 6 buah dan lapangan 
olahraga lainnya 7 buah. Untuk sarana keagamaan, jumlah tempat 
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ibadah umat Islam sebanyak 62 buah yang terdiri dari: masjid 59 buah 
dan mushallah 7 buah. 
 
B. Pelaksanaan pengelolaan perwakafan di Kecamatan Pangkajene 
a. Perwakafan di Kecamatan Pangkajene 
Perwakafan di Kabupaten Pangkep sudah ada sejak lama. Ada 
sekitar 239 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhan 328035,5 M2. 
Wakaf-wakaf tersebut diperuntukkan untuk masjid, mushallah, madrasah, 
kuburan, dan sarana sosial. Diantara wakaf tersebut ada beberapa wakaf 
yang sudah menjadi wakaf yang produktif yang terdapat di 7 lokasi antara 
lain: Kecamatan Labakkang ada 4 lokasi wakaf wakaf produktif, 
Kecamatan Ma’rang ada 1 lokasi wakaf yang produktif, Kecamatan 
Minasete’ne juga terdapat 1 lokasi wakaf yang produktif, dan Kecamatan 
Pangkajene ada 1 lokasi juga. Tanah wakaf yang ada diatas mayoritas 
adalah tanah wakaf yang sudah ada sejak lama, sedangkan untuk tahun-
tahun sekarang belum muncul lagi tanah wakaf yang baru. Sementara 
untuk wakaf di Kecamatan Pangkajene sendiri dimana penulis malakukan 
penelitian, ada sekitar 33 lokasi keseluruhan tanah wakaf dan yang telah 
mempunyai sertifikat wakaf baru berjumlah 27, sementara 2 dari 
keseluruhan tanah wakaf yang ada di Pangkajene masih dalam proses 
pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten 
Pangkep dan 3 yang belum di daftarkan di BPN. 
47 
 
b. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene 
 Di indonesia persoalan tentang wakaf sangatlah kompleks, dari mulai 
masalah regulasi hingga masalah ketidak profesionalan nadzir dalam 
mengelolah wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf itu terbengkalai tak terawat. 
Oleh karena itu dibutuhkan kreatifitas baru dalam mengelolah wakaf agar 
terus bisa produktif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang wakaf 
ditegaskan bahwa nadzir mencakup 3 macam yaitu: nadzir perseorangan , 
nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Mayoritas pengelolaan tanah 
wakaf yang ada di Kecamatan Pangkajene dilakukan oleh nadzir dalam 
bentuk organisasi atau bersama-sama. Dalam pengelolaan harta benda 
wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA 
Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan 
sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh 
wakifnya. Untuk urusan selanjutnya diserahkan kepada nadzir sebagai pihak 
yang diberi wewenang dan amanah untuk mengelolah wakaf produktif 
tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa 
wakaf produktif di kecamatan pangkajene sendiri hanya terdapat satu lokasi 
saja dan itu berupa sebuah empang/tambak dengan luas kurang lebih 33 are 
yang terletak di kelurahan bonto perak. Wakaf produktif yang berupa 
empang tersebut dikelolah oleh PP DDI Baru-Baru Tangnga. Namun, dari 
pengamatan yang telah dilakukan penulis ada lagi satu wakaf produktif yang 
juga dikelolah oleh DDI Baru-baru tangnga yaitu berupa sebidang tanah 
dengan luas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi). 
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Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Pangkajene ini tergolong 
ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif 
sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang 
banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. 
Dalam hal proses perwakafan produktif yang terletak di Kecamatan 
Pangkajene ini sudah memenuhi ketentuan wakaf seperti rukun dan 
syaratnya, antara lain: 
1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu  Drs. H. Badorra Yunus 
dan Danyl. Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 wakif 
perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak 
terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda 
wakaf. Drs. H. Hijruddin Mujahid selaku wakif tidak ada masalah 
dalam hal ini. 
2. Mauquf alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang 
memaknai sebagai nadzir. Nadzir dari wakaf produktif tersebut ialah 
Drs. H. Hijruddin Mujahid. 
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir 
yaitu berupa sebuah sawah yang sekarang menjadi empang/tambak 
yang luasnya kurang lebih 33 are yang di wakafkan oleh Drs. H. 
Badorra yunus yang terletak di samping perkuburan islam bonto perak, 
sebelah utara kampus PP DI Ashshiratal Mustaqim. Sedangkan wakaf 
dari bapak Danyl yaitu sebidang sawah dengan luas 810 m2 yang 
terletak di sebelah utara masjid haji jawaruddin. 
49 
 
4. Shigat adalah pernyataan wakaf. Serah terima wakaf tersebut telah 
dinyatakan dalam ikrar wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat 
pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Pangkajene Kabupaten 
Pangkep. 
Dana yang digunakan untuk pengembangan wakaf di Kecamatan 
Pangkajene itu dikelolah oleh pengurusnya sendiri. Dalam hal ini wakaf 
yang berupa empang/ tambak serta sawah yang merupakan wakaf produktif 
di Kecamatan Pangkajene ini menggunakan dana yang berasal dari PP DDI 
Ashshiratal Mustaqim sebagai pengelolah wakaf, namun menurut hasil yang 
penulis dapatkan dalam pengembangan wakaf produktif yang dikelolah 
belum membutuhkan banyak dana karena usaha untuk mengembangkan 
wakaf tersebut kedepannya belum teralisasi namun sudah ada rencana untuk 
mengembangkannya.  
Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal 
perwakafan. Baik atau tidaknya wakaf tersebut tergantung dari kemampuan 
pengelola wakaf. Apabila pengelolah wakaf tidak cakap dalam 
mengelolahnya maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal 
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.  
Wakaf sebaiknya dikelolah secara produktif dengan menggunakan 
manajemen modern agar wakaf tersebut dapat berkembang. Dalam wakaf, 
manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat 
berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu 
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dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui 
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan 
mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang 
ditetapkan. 31Dari segi manajemen wakaf di Kecamatan Pangkajene masih 
belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik, padahal fungsi 
manajemen itulah yang menunjang pengelolaan wakaf dengan adanya 
manajemen wakaf yang baik maka pengelolaan wakaf akan menjadi lebih 
terstruktur. Dalam menejemen pengelolaan wakaf ada beberapa tahapan-
tahapan agar wakaf terkelolah dengan baik namun yang mengelolah wakaf 
produktif  di Kecamatan Pangkajene tersebut kurang memerhatikan, adapun 
hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pengertian 
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengewasan. Adapun yang terjadi dalam manajamen pengelolaan wakaf di 
Kecamatan Pangkajene adalah sebagai berikut: 
1. Planning (perencanaan) 
Dalam hal perencanaan pengelolah wakaf di Kecamatan Pangkajene telah 
memenuhi tahapan ini dengan adanya rencana pengelolah ke depannya 
yang ingin mengembangkan wakaf produktif ini lebih baik lagi dengan 
adanya ide-ide untuk mengelolah tambak/empang itu sendiri yang 
sebelumnya di sewakan kepada orang lain namun menurut pengelolah 
hasil yang di dapatkan kurang memuaskan, planning atau rencana 
                                                          
31 Modernisasi Manajemen Wakaf. http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-
manajemen-wakaf_596b198d1a20807ee2564072 
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pengelolah (nadzir) kedepannya yaitu mengadakan peternakan ayam di 
atas empang tersebut lalu dibawah kandang tersebut akan dipelihara ikan. 
2. Organizing (pengorganisasian) 
Dalam tahapan ini di Kecamatan Pangkajene belum ada pengorganisasian 
yang jelas dalam mengelolah wakaf hal ini dibuktikan dengan tidak 
adanya struktur organisasi dalam mengelolah wakaf serta penugasan 
tanggung jawab yang hanya di lakukan oleh seorang saja tidak dalam 
kelompok kerja. 
3. Actuating (pelaksanaan) 
Pelaksanaan merupakan tahapan manajemen yang paling penting ini lebih 
ditekankan dalam kegiatan langsung organisasi dalam mengelolah wakaf 
yang paling berperan di sini adalah pemimpin. Dalam hal ini nadzir atau 
pengelolah yang menjadi pemimpin dalam mengembangkan wakaf yang 
ada di Kecamatan Pangkajene karena dalam mengembangkannya di 
kembalikan ke pengelolah akan dijadikan seperti apa nanti wakaf itu. 
4. Controlling (pengawasan) 
Pengawasan wakaf di lakukan oleh nadzir yang telah diakui oleh 
Departemen Agama Pangkajene sebagai pengelolah wakaf dalam hal ini 
Drs. H. Hijruddin Mujahid sebagai nazhir yang melakukan pengawasan. 
Dan yang akan melaporkan segala sesuatunya tentang wakaf produktif 
tersebut ke Departemen Agama Pangkajene. 
 Dari tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif Kecamatan 
Pangkajene di atas dapat dilihat bahwa sistem manajemen dalam 
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mengelolah wakaf produktif itu masih belum baik sehingga dalam 
memproduktifkan wakaf belum berjalan dengan sangat baik sebagaimana 
mestinya. 
 Adapun strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Pangkajene 
dalam pengembangan wakaf produktif kedepannya yaitu : 
1. Meningkatkan pendayaagunaan nadzir dalam menjadikan wakaf 
produktif itu dapat berfungsi ganda.  
2. Dari segi hasil yang diperoleh dari wakaf produktif akan ditingkatkan 
sehingga hasil yang akan didapatkan lebih banyak dari yang diperoleh 
sekarang.  
3. Meningkatkan potensi para pengelolah wakaf di Kecamatan 
Pangakajene dalam hal wakaf produktif berupa uang.  
c. Kendala-kendala 
Berbicara tentang wakaf kaitannya begitu erat dengan pengelolaan 
aset masyarakat. Jika dikembangkan dengan produktif tentu akan 
berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sering 
dijumpai berbagai kenyataan di beberapa daerah yang tidak berhasil 
mengelolah wakaf, hal ini membuktikan bahwa masih banyak masalah 
yang harus dipecahkan. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep 
adalah: 
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1. Ada sebagian anggapan dari masyarakat khususnya yang diberi amanah 
mengelolah suatu wakaf menganggap bahwa wakaf itu tidak perlu 
diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya 
internal keluarga saja yang mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu 
mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa 
prosedur pendaftaran tanah wakaf itu susah. Sebagaimana yang dapat 
dilihat pada gambar alur pelayanan tanah wakaf yang penulis dapatkan 
dari kantor KUA Kecamatan Pangkajene sebagai berikut: 
 
Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelolah wakaf 
mengakibatkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa prosedur dalam 
mendaftarkan wakaf itu rumit terlebih lagi untuk wakaf yang produktif 
masih banyak yang belum memahami. Contohnya wakaf uang, masih belum 
tersosialisasikan dengan baik di Kecamatan Pangkajene sehingga wakaf 
Wakif atau kuasanya menyiapkan
persyaratan wakaf:
1. Sertifikat hak milik yang telah di cek
kebenarannya oleh BPN
2. Foto copy KTP para pihak (wakif, nazir
dan 2 orang saksi)
3. Materaii rp.6.000,- (6 lembar)
Denah lokasi
wakif memberitahukan kehendak 
wakafnya kepada PPAIW/ Kepala 
KUA
PPAIW melakukan penelitian 
terhadap persyaratan wakaf dan 
calon nadzir
Penerbitan surat pengesahan nadzir dan 
pembuatan naskah ikrar wakaf dan akta 
ikrar wakaf
Wakif mengikrarkan wakaf 
kepada nadzir dihadapan ppaiw 
dan dua orang saksi
Penandatanganan naskah akta ikrar 
wakaf masing-masing rangkap 3 (tiga)
Pengiriman berkas ke BPN untuk proses 
penerbitan sertifikat wakaf
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berupa uang belum ada di Pangkajene sementara di beberapa daerah sudah 
menjalankan yang namanya wakaf uang. 
2. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau 
prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, jadi kadang 
masyarakat yang mewakafkan harta bendanya atau wakif itu hanya 
mewakafkannya secara lisan tidak melalui pemerintah dan Kantor 
Urusan Agama yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf. 
3. Data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang 
masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif. 
4. Kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang 
belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam 
proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif. 
5. Di samping masalah pendanaan, kendala yang biasa muncul dalam 
suatu perwakafan adalah adanya tanah wakaf yang dikuasai oleh nazir, 
dan atau tanah wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif. Hal ini 
juga pernah terjadi di Kecamatan Pangkajene (sekarang sudah masuk 
dalam kecamatan minasate’ne) dimana ada keluarga dari wakif atau 
orang yang mewakafkan yang ingin mengambil harta yang sudah di 
wakafkan berupa tanah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang guna dari sebuah surat-surat wakaf 
yang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi persengketaan. Karena 
itu pendaftaran harta benda wakaf sangatlah penting. 
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6. Masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga 
wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif. 
C. Pemberdayaan Wakaf di Kecamatan Pangkajene 
Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat maka manfaatnya juga 
harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya harta wakaf 
adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. 
Wakaf produktif merupakan alternative untuk pemberdayaan umat. 
Lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatannya 
sepanjang masa. Perberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan 
keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam 
kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan 
keterbelakangan. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk 
kemashlahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang 
mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber 
pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.  
Di Kecamatan Pangkajene kebanyakan wakaf berada dalam tingkat 
pendayagunaan yang stagnan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut 
penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid, sedangkan pemberdayaan wakaf 
secara produktif itu masih minim hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf 
yang produktif di Kecamatan pangkajene hanya berupa sawah dan empang/ 
tambak dan itu juga dikelolah oleh yayasan Ashshiratal Mustaqim. Namun wakaf 
yang dikelolah oleh yayasan ini diberdayakan dengan baik dalam rangka 
mensejahterakan umat Islam yang bermukim di sekitar wakaf tersebut. 
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Pendayagunaan Hasil dari wakaf tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan PP DDI 
Ashshiratal Mustaqim, antara lain untuk pengadaan sarana prasarana serta fasilitas 
yang menunjang seperti koperasi, kantin, masjid, poskestren, dll.  
Namun hasil itu tidak hanya dapat dinikmati oleh PP DDI Ashshiratal 
Mustaqim tapi juga dinikmati oleh masyarakat atau umat muslim yang ada di 
sekitarnya. Seperti Masjid yang dibangun tidak hanya orang-orang dari PP DDI 
Ashshiratal Mustaqim saja yang melaksanakan ibadah di masjid itu tapi juga 
warga yang berdekatan dengan lokasi masjid tersebut juga dapat 
menggunakannya, dan juga koperasi sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai 
tempat untuk menyimpan maupun meminjam uang bagi orang-orang yang 
memerlukannya.  
D. Analisis pengelolaan dan pemberdayaan wakaf 
Di lihat dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pada 
pasal 43 ayat 2 mengatakan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf 
sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif. Namun di 
kecamatan pangkajene pengelolaan wakaf secara produktif masih belum 
maksimal dilihat dari prinsip manajemen dalam mengelolah wakaf itu masih 
kurang memenuhi tahapan-tahapan agar wakaf berfungsi dengan baik. Sementara 
untuk pemberdayaan wakaf di kecamatan pangkajene sudah diberdayakan dengan 
baik dilihat dari adanya wakaf produktif yang bermanfaat bagi masyarakat 
utamanya umat muslim namun pemberdayaan wakaf produktif di kecamatan 
pangkajene ini masih minim karena hanya ada 2 yang berupa sawah dan empang 
padahal dari data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ada sekitar 33 lokasi 
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wakaf yang ada di kecamatan pangkajene. Adapun solusinya yaitu diperlukan 
sosialisasi secara umum karena masyarakat masih menggunakan kebiasaan 
melakukan perwakafan secara lisan ini karena tingginya sikap saling percaya 
antara satu dengan yang lain akan tetapi hal ini dapat memunculkan persoalan 
yang berujung kepada persengketaan. Dan juga di perlukan pemahaman tentang 
wakaf produktif. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan 
Pangkajene Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pangkajene dalam 
pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 
2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih 
kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang 
diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene 
tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya 
diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. 
Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Pangkajene ini tergolong ke 
dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif 
sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang 
banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf 
produktif di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep adalah Ada 
sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui 
orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal 
keluarga saja yang mengetahuinya, Masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah 
diwakafkan, data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih 
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kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya 
dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum 
diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses 
pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah 
pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik 
sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.  
3. Tingkat pendayagunaan wakaf di Kecamatan Pangkajene itu stagnan, hal 
tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu 
kebanyakan untuk masjid sementara pemberdayaan wakaf secara produktif 
itu masih minim hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang 
produktif di Kecamatan pangkajene hanya berupa sawah dan empang/ 
tambak.  
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau 
rekomendasi kepada pihak yang berkompeten adalah sebagai berikut: 
1. Dalam pengelolaan wakaf produktif tanah di Kecamatan Pangakajene 
Kabupaten Pangkep sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran 
aktif wakif dan nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan tanah 
diperlukan penyuluhan yang lebih intensif yang melibatkan para ulama, 
tokoh masyarakat, lembaga kelompok yang terkoodinasi sehingga 
pengelolaan wakaf secara produktif di Kecamatan Pangkajene mengalami 
perkembangan 
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2. Pihak instansi Kementrian Agama hendaknya aktif memberikan 
penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, nazhir, 
serta PPAIW agar peran dan fungsi wakaf dapat berjalan dengan optimal.  
4. Kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada perwakafan 
di Indonesia khususnya wakaf yang di kelolah secara produktif dalam 
pemberdayaan umat khususnya umat Muslim. 
5. Kepada masyarakat (Umat Islam) untuk bisa lebih mengetahui bagaimana 
hakekat dari pada wakaf itu terutama wakaf produktif. 
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